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JANUARI-NOVEMBER 2012
Serapan APBN BLH
Sulteng 22 Persen:

PALU, MERCUSUAR - Capaian
serapan anggaran sekaligus
realisasi fisik Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Daerah Sulteng paling
rendah dibanding instansi kinnya,
yakni sebesar 22, 16 persen.

Capaian tersebut disampaikan
Kepala Bidang (Kabid)
Pengendalian, Monitor-
ing dan Evaluasi
Bapedda Sulteng,
Saleh
Gunawan -~
Budjang saat seminar evaluasi
realisasi anggaran di Pogombo,
Sabtu (29/12) siam.

Dalam presentasinya, realisasi
terendah kedua terdapat pada Baki
Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) Sulteng dengan realisasi

fisik dan keuangan 42,64 persen.
Disusul Badan Perpustakaan, Arsip

dan Dokumentasi Daerah (BPADD)
Sulteng dengan realisasi fisik dan
keuangan mencapai 42,66 persen.
Sementara itu, instansi
dengan realisasi tertinggi
I l hingga November 2012
I adalah Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja
(Satpol) PP Sulteng dengan
realisasi fisik dan keuangan
mencapai 99,69 persen. Disusul
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Hasil Perikanan Kels 1
Palu dengan realisasi fisik 99,00
persen dan keuangan 98,99 persen,
kemudian Badan Penanggulangan

Baca SERAPAN di hal 11
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Realisasi Tertinggi Kantor Satpol PP Sulteng

. SERAPAN ..

Bencana Daerah (BPBD)
Sulteng dengan realisasi fisik dan
keuangan mencapai 94,37
persen. .

"Beberapa permasalahan
terkait belum optimalnya realisasi
fisik dan keuangan antara lain
adanya pelepasan tanda bintang
dan revisi DIPAdi masing-
masing kementerian atau
lembaga dilaksanakan untuk
efisiensi anggaran, sehingga
berpengaruh terhadap
penyerapan anggaran
khususnya posisi triwulan
pertama hinggaketiga. Selain itu,
penyelesaian sanggah.banding
pun memerlukan waktu cukup
lama setelah proses tender

selesai," tutur Gunawan.

Menutumya, instansi vertikal
khususnya di kabupaten/kota
juga belum sepenuhnya menaati
peraturan pemerintah Nomor 39
Tahun 2006.

Pasal 18 menyatakan bahwa
kementerian atau lembaga yang
melakukan kegiatan di provinsi,
kabupaten maupun kota selain
tugas pembantuan atau
dekonsentrasi, wajib
menyampaikan laporan triwulan
kepada kepala daerah melalui
Bappeda.  °

"Selama ini instansi vertikal
kabupaten/kota hanya

‘menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan ke pusat

sambungan dari hal. 1

Bahkan Bappeda kabupaten/kota
juga belum sepenuhnya
menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi SumberdanaAPBN
kepada Bappeda Provinsi,”
tandasnya.

- Bukan hanyaitu, Gunawan
mengaku belum sepenuhnya
SKPD dan instansi vertikal
provinsi memenuhi ketentuan
waktu penyampaian laporan
tiwulanan pada gubernur melalui
Bappeda provinsi. Ditambah lagi
pelaksanaan kegiatan fisik
kurang didukung persiapan lebih
awal, seperti buku standar harga
serta dokumen tender lainnya
sesuai aturan berlaku. sa1




